PERTEMUAN II

POLITIK  PERTANAHAN  SETELAH BERLAKUNYA   UNDANG-UNDANG  POKOK  AGRARIA (UUPA)

Sejak tanggal 24 September 1960, politik pertanahan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat penting artinya bagi kehidupan bangsa Indonesia.  Pada saat itu pembagian golongan penduduk telah dihapuskan sehingga diupayakan adanya unifikasi dalam bidang pertanahan termasuk mengenai ketentuan hukumnya, maka pada tanggal 24 September 1960 disahkan sekaligus diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dengan demikian semua ketentuan agraria yang ada termasuk dalam Buku II KUH Perdata sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini menjadi tidak berlaku lagi dan seluruh kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila, sehingga isi dari Undang-Undang Pokok Agrarian pun diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, apabila ditelaah isi dari undang-undang termaksud, maka tidal lagi bersifat liberal individualistis tetapi sangan bersifat kekeluargaan sebagaimana tersurat dan tersirat dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.  Ada beberapa ketentuan dalam UUPA yang dapat membedakan dengan ketentuan pertanahan yang lama sebelum undang-undang ini berlaku, antara lain ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUPA tentang Hak Menguasai dari Negara yang menyatakan bahwa Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 yaitu bumi, air dan ruang angkasa termasuk tanah beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  Pernyataan tersebut telah memberikan interprestasi politik mengenai kata “dikuasai” dalam hal ini mengandung arti bukan memiliki, jadi tetap tujuan utama adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.  Hal lain yang tak kalah pentingnya yaitu mengenai “asas tanah memiliki fungsi sosial” sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 6 UUPA, sehingga seseorang walaupun ia memiliki kekuasaan penuh atas sebidang tanah tetapi tanah tersebut memiliki fungsi sosial maksudnya bahwa apabila suatu saat kepentingan umum menghendakinya maka tanah tersebut harus diserahkan kepada negara untuk kepentingan umum tersebut tentu saja disertai dengan sejumlah kompensasi terhadap pemiliknya, atau penggunaan sebidang tanah oleh pemiliknya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan hukum orang lain.
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